DAERAH
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YOGYAKARTA gﬁ ANNISA

: Women's Crisis Center

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERTA
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN
DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 4/HK.05-NK/34/3/2026
NOMOR : 01/01/MoU/RA/II/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam,

bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD SHIDQI © Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut
Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
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2. INDIAH WAHYU ANDARI . Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Rifka Annisa Women’'s Crisis
Center, berkedudukan di Jalan Jambon IV No.
69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Kricak, Kec.
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

1.  bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum
dan Pemilihan tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan, yang memiliki keahlian dalam
penyediaan layanan komprehensif, mengembangkan mekanisme rujukan, dan
membangun forum multi stakeholder untuk menangani kekerasan terhadap

perempuan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
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Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024
Tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 10 November 1992 diterbitkan oleh Notaris Daliso

Rudianto S.H.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota
Kesepahaman tentang Perlindungan, Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta serta
Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan di Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1.  Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati
dalam Nota Kesepahaman ini;

2.  Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen
dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK dalam Perlindungan,
Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan
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Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peningkatan Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.

(1)

perlindungan, penanganan dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
perlindungan, penanganan dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dalam
pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta;

peningkatan partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih;
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
Peninjauan tahunan pelaksanaan nota kesepahaman oleh PARA PIHAK secara
bersama-sama minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan seluruh

proses berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik
PARA PIHAK;

Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama
yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA
PIHAK dan hal-hal yang dipandang perluy;
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3)

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan

dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan,
tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini

dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
PASAL 5
JANGKA WAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak

(2)

ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu
PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau
mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara
tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya
Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota
Kesepahaman.
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PASAL 6
KETENTUAN LAIN
PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan
keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK
KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam
Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure);
Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini
meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik,
keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya
ketentuan peraturan perundang-undangaan yang melarang penggunaan sistem
yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini;

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib
memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis;
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan
diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan

kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk

masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi
Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Email . datinkpudiy@gmail.com
Alamat - Jalan Ipda Tut Harsono No.47, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

b. PIHAK KEDUA

Jabatan . Direktur
Email : rifka@rifka-annisa.org
Alamat : Jalan Jambon IV No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Kricak,

Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK vyang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota
Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan
perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara

musyawarah untuk mufakat.
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PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap
untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Direktur
Rifka Annisa Women'’s Crisis Center,

Women's Crisis Center
Indiah Wahyu Andari ﬂ{,
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PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
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PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap
untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Direktur Ketua Komisi Pemilihan Umum
mewa Yogyakarta,
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